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BPK Temukan Masalah dalam
-r'iL

Pembangunan IKI{
JAKARTA, HALUAN - Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) me-
nemukan sejumlah masalah dalam
pembangunan Ibu Kota Nusantara
(IKN). Temuan tersebut tertuang
dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (HP) '
Seme ster. II Tah un 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN
vakni persiapan pembangunan infra-
struktur dianggap belum memadai,
diantatanya terkait persiapan lahan
pembangunan inftastruktur IKN 1'ang
masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan
infrastruktur IKN masih terkendala
mekanisme pelepasan karvasan hutan,
2.085,62 Ha dai36. 1 50 Ha tanah masih
dalam penguasaan pihak lain karena
belum diterbitkannya hak pengelolaan
lahan (HPL), serta belum selesainva
proses sertifikasi atas 5 area hasil
pengadaan tanah," bunf ilaporan BPI(
dikutip Senin (10/6).

Nlasalah lainrya adalah. pelaksanaan
manaf emen rantai pasok danpenlatan
konstruksi untuk pembangunan infra-
struktut L(N tahap I disebut belum
optimal, di antaranya kurangnya
pasokan material dan petalatan kon-
struksi untuk pembangunan IKNdan
harga pasar material batu split dan sewa
kapal tongkang tidak sepenuhnya
terkendali.

I(emudian, pelabuhan irongk:rr
muat untuk rlelavani pernbrlngrrnrii
II{N disebut beium'dip<,rsilip,lirrn
secara menveluruh, -serta kurengnva
pasokan air unnrk pcngolaharr be tr,n.

BPK menvebut I(ementelian Pc
kerjaanUnrutrrdan Penurtrrl i.in Rrll ,'i
EUPR) bclum sepenuhut'e nrct Lr ihi.r
fancan€]an serah telimrr aset, rencan.,l
alokasr anggaran operasional, serta
melianisme pcmeliharaan tirn prc-

ngelolaan asct clari lusil pci ttl r:tt :l'-r r i' i, :

infrastnrktur II(N tahap I.
,'\tas permas alahan tersebut, BPI(

merekomendasikan kepada lMenteri
PUPR Basuki Hadimuijono ag r
rncnginstruksikan Ditektur Jencleral
unit organisasi terkait dan I{epale
Badan Pcnsembangan Inti-asuuktut
\\/ila1'ah (BPIVI untuk melakul<an
sinkronisasi penyusunan Renstra
Kementerian PUPR dan Renstrr
F.selon I denga.n berpeclonialt 1:x,,i,r
Rencana Petrrbangunan 
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nensah Nasional (RI)IfN) pcric'ric
selaniutnya.

"Serta berkoordinasi derrgan Itc:-
menterian Keuangan dalam me-
lencanakan dan menetapkan skema
pendanaan pembangunan infrastrukrur
IKN tahap II guna memitigasi risiko
munculnya permasalahan tetkait
pendanaan," uiar BFK. O/atq


